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Cim

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui
dan menganalisis metode pembuktian tindak
pidana perundungan yang dilakukan oleh anak
didunia maya. 2) untuk mengetahui dan
menganalisis keabsahan keterangan orang korban
tindak pidana perundungan di dunia maya. Hasil
penelitian yang diperoleh pertama; metode
pembuktian tindak pidana perundungan yang
dilakukan oleh anak di dunia maya, karena hal ini
berhubungan dengan masalah dunia maya dalam
bentuk media internet maka cara yang dapat
dilakukan seorang hakim berlandaskan pada
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
Undang- Undang ini akhirnya mencantumkan
informasi elektronik, atau dokumen elektronik,
atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah
sesuai dengan hukum acara yang berlaku di
Indonesia. Kedua; keabsahan keterangan orang
tua korban tindak pidana perundungan di dunia
maya karena dilihat dari Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana juga mengatur para pihak
yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai
saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi
adalah (lihat Pasal 168 KUHAP ayat 2
menjelaksan bahwa saudara dan terdakwa atau
yang bérsama-sama sebagal terdakwa, saudara
ibu atau saudara bapak, juga mereka yang
mempunyai hubungan karena perkawinan dari
anak-anak saudara terdakwa sampal derajat
ketiga.
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PENDAHULUAN

Pada zaman globalisasi saat ini telah jauh meningkat akibat adanya
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dua hal tersebut
merupakan satu kesatuan yang mendukung satu sama lain. Tiada globalisasi
tanpa suatu teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu hasil akulturasi dari
kedua hal tersebut adalah lahirnya internet. Internet tidak lagi membatasi ruang
dan waktu serta mengubah paradigma masyarakat mengenai dampak dari
globalisasi itu sendiri. Internet berkembang menjadi suatu media digital sebagai
narahubung atau sarana sarana komunikasi jarak jauh. Namun internet juga
memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yaitu timbulnya kejahatan-
kejahatan didalam dunia maya itu sendiri. Dengan berkembangnya era
globalisasi pada zaman sekarang banyak ditemukan kejahatan-kejahatan yang
terjadi dijejaring sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak dipungkiri
juga dapat dilakukan oleh anak atau remaja, tidak lain adalah perbuatan bullying
terhadap teman sebayanya ataupun orang lain.

Cyberbullying ini termasuk fenomena baru bersamaan dengan
berkembangnya teknologi pada zaman sekarang, terutama dikalangan anak-
anak atau remaja. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi penyebab
terjadinya Cyberbullying ini. Cyberbullying berdampak lebih kejam dibandingkan
bullying biasa, karena meninggalkan jejak digital, foto,video,dan tulisan-tulisan
serta dapat dibaca dan dilihat oleh orang lain. Hal ini menyebabkan dampak
yang luar biasa bagi korban Cyberbullying karena sangat berpengaruh terhadap
psikologis korban yang akan menghambat kehidupannya kedepan.

Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan
mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Cyberbullying merupakan
perilaku berulang yang tujuannya untuk menakuti, membuat marah,
mempermalukan mereka yang menjadi sasaran dan lebih parahnya akibat dari
perilaku ini yaitu sasaran atau korban Cyberbullying dapat mengalami gangguan
psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan
siapa saja,kapan saja, dan dimana saja.

Menurut hukum Positif, Cyberbullying termasuk dalam kategori Cyber
Crime. Adapun ciri-ciri khusus dari kejahatan ini, antara lain yaitu : 1.) Tidak ada
kekerasan fisik (non-violence), 2.) Antara pelaku dan korban sangat sedikit
melibatkan kontak fisik (minimize of physical contact), 3.) Memanfaatkan teknologi
dan peralatan tertentu (equipment), 4.) Memanfaatkan jaringan telekomunikasi,
media dan informatika secara global.

Cyberbullying tidak hanya satu jenis saja, Cyberbullying terbagi menjadi 6
jenis yaitu; 1.) Terbakar (Flaming), 2.) Gangguan (Harassment), 3.) Pencemaran
Nama Baik (Denigration), 4.) Memata-matai (Cyberstalking), 5.) Peniruan
(Impersonation), 6.) Menyebarkan Rahasia Orang lain (Outing and trickery).
Adapun dampak dari Cyberbullying yang berbeda dari kejahatan lain dan sangat
berbahaya, yakni ; a.) Menarik Diri dari Lingkungan Sosial, b.) Perasaan
Dikucilkan Lingkungan, c.) Kesehatan Fisik dan Mental Terganggu, d.) Depresi
Dan Ingin Bunuh Diri.

237



Fadriwansyah

Selain itu, permasalahan belum adanya definisi baku cyber bullying dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentunya pula menjadi kendala
dari faktor hukum dalam penegakan hukum kejahatan cyber bullying terhadap
anak di Indonesia. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah
pokok pada penegakan hukum (law enforcement) selain faktor penegak hukum,
faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor yang
dapat menjadi pendukung atau kendala penegakan hukum, diperlukan suatu
kebijakan kriminal yang memuat upaya- upaya penal dan upaya-upaya non
penal dalam penanggulangan cyberbullying terhadap anak di Indonesia.®

Cyberbullying memang kerap dianggap sepele, tetapi dapat menimbulkan
efek fatal. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beragama,beradab dan cerdas
tidaklah baik untuk kita melakukan hal tersebut kepada sesama teman ataupun
oranglain. Maka penelitian mengangkat judul yaitu “Pembuktian Tindak Pidana
Perundungan Yang Dilakukan Anak di Dunia Maya”.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam perumusan masalah, maka yang
menjadi tujuan penelitian dari proposal ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis metode pembuktian tindak pidana
perundungan yang dilakukan oleh anak didunia maya.

2. Mengetahui dan menganalisis keabsahan keterangan orang korban
tindak pidana perundungan di dunia maya.

TINJAUAN PUSTAKA
Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Pembuktian

kesaksian.
1. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Dalam pembuktian ini berbeda atau dapat dikatakan berbanding terbalik
dengan teori Conviction-in Time dikarekan dalam teori ini “keyakinan hakim”
tidak ikut andil dalam pembuktian kesalahan terdakwa, yang artinya
“keyakinan hakim” dalam teori ini tidak ikut menentukan salah atau tidaknya
terdakwa. Dalam system pembuktian ini yang digunakan adalah pembuktian
berdasarkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan perundang- undangan yang
berlaku, jadi untuk mementukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan tidak
pidana tersebut didasarkan pada “alat-alat bukti yang sah” Asal sudah dipenuhi
syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup
menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

2. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini menurut undang-undang dapat dikatakan berada
di antara system pembuktian positif dengan sistem pembuktian Conviction-in
Time, system pembuktian ini menggabungkan antar kedua system tersebut yang
bertolak belakang secara tegas, maka dari penggabungan tersebut lahirlah
system pembuktian negative yang dalam pembuktianya menggunakan alat- alat
bukti yang sah termasuh juga keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara
tindak kejahatan. System pembuktian ini lebih mudah dipergunakan karena
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dalam rumusanya berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh
keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang
sah menurut undang-undang”.

Jadi berdasarkan batasan-batasan tersebut penulis berpendapat bahwa
system pembuktian negative ini terhadap masing-masing unsur dari kedua
system yang bergabung yakni system Conviction-in Time dan system pembuktian
positif tidak ada salah satunya yang saling lebih maka dari itu apabila salah satu
sistem tidak ada atau kurang kuat, tidak lah cukup untuk mendukung
keterbuktian kesalahan terdakwa.

METODOLOGI

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif
(normative legal research), pelaksanaan penelitian hukum normatif ini dilakukan
dengan melakukan inventariasi hukum positif, pelaksanaan asal-asal hukum
dan kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum,
penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai
sistem norma.’ Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah kekaburan hukum,
karena Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak
memliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna
yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Hal ini berhubungan
dengan keabsahan keterangan orang tua korban tindak pidana perundungan di
dunia maya yang hubungannya dengan tingkat kesaksian sehingga dapat
dibuktikan dalam dalam peradilan bahwa perundungan pada teman sebaya
anak anak bisa dipidanakan secara kesaksiannya.

Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat Preskriptif, yaitu
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-
konsep hukum dan norma-norma hukum. Berdasarkan pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang
digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan yang dikumpulkan adalah data
sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikelompokkan sesuai dengan
kepentingannya.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung,
atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil
penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk
jenis penelitian hokum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis
yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah
benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Metode Pembuktian Tindak Perundungan Yang Dilakukan Oleh Anak Di
Dunia Maya

Berhubungan dengan masalah pembuktian tersebut dilihat dari
pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan
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kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut pendapat beberapa
ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut: R. Subekti
berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu
persengketaan.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan
urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan
keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta
hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya
keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk
menjatuhkan keputusan/vonis.

M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang
untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian
juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan
undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membukitkan
kesalahan terdakwa.”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam
memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat
bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena
jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam
undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian
yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan
disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat
diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal.
Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum,
pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti
bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum
didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran
materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut
pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-
undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Oleh karena perundungan tersebut dilakukan di medsos maka yang perlu
diperhatikan adalah dari segi keabsahan suatu alat bukti informasi dan/atau
dokumen/data elektronik dapat melihat dari syarat sah suatu alat bukti agar
dapat diterima. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan alat bukti data
elektronik berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE ada 2 syarat, yaitu syarat
formil dan syarat meteriil. 1) Syarat formil, diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yaitu
bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang
menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. 2) Syarat materiil,
diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya mensyaratkan
bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi atau
dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum
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didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikannya, keutuhannya,
dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Keabsahan Keterangan Orang Tua Korban Tindak Pidana Perundungan Di
Dunia Maya

Sehubungan dengan masalah keabsahan dari saksi yang masih anak anak
terutama usia sekolah mereka dari usai 12 hingga 18 tahun dari tingkat kesaksian
atas tindak pidana perundungan (bullying) yang dilakukan oleh anak didunia
maya dari para saksi. Salah satu bukti sah yang telah ditetapkan di dalam
KUHAP adalah keterangan saksi. Saksi menurut pasal 184 KUHAP merupakan
salah satu dari sekian alat bukti persidangan. Fungsi adanya keterangan saksi
yaitu sebagai pembuktian terhadap perbuatan pidana dan pelaku yang didakwa.

Pengertian umum dari keterangan saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 27
KUHAP, yaitu : “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu.” Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh
seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau
menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan
tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan
keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.

Adapun kekuatan pembuktian keterangan saksi di bawah sumpah, yang
mempunyai syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu: a. Saksi harus
mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya
dan tiada lain daripada sebenarnya. b. Keterangan yang diberikan itu harus
mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami
sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Testimonium de
Auditu atau keterangan saksi yang berupa ulangan dari cerita orang lain tidak
mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau
rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikirannya tidak dapat dinilai sebagai
keterangan yang bernilai sebagai alat bukti. c. Keterangan saksi harus dinyatakan
di sidang pengadilan, tidak bersifat sah bila dinyatakan di luar sidang
pengadilan. d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang
sah, karena itu harus memenuhi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal
183 KUHAP.

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana yang berpijak pada
KUHAP, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan,
yakni sebelum peradilan (pre-adjudication), sidang pengadilan (adjudication)
dan setelah pengadilan (post-adjudication). Tahap tersebut merupakan proses
yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk
menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Undang-Undang SPPA
memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan
keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk
memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun
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dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman
elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan
dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak
saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan
jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat
memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang
tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya (lihat Pasal
58 ayat (3) Undang-Undang SPPA). Dari kenyataan yang terjadi di masyarakat,
harus diakui bahwa sampai saat ini masih banyak hak-hak anak yang tidak
terlindungi walaupun terhadap hal tersebut telah diatur dalam undang-undang.
Sering didengar dan dapat dilihat adanya anak- anak yang menjadi korban
tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang tuanya
sendiri ataupun orang lain dan juga menjadi korban perdagangan (trafficing)
yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak peduli terhadap masa depan anak.
Pada kasus-kasus seperti itu maka anakyang menjadi korban itulah yang dapat
mengungkapkan fakta yang sebenarnya dari tindak pidana yang didakwa telah
dilakukan seorang terdakwa.

Dengan demikian bahwa anak yang menjadi korban dari suatu tindak
pidana juga menjadi saksi pula dalam mengungkapkan tindak pidana yang
dialaminya. Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian
bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian
terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan
keterangan anak saksi.

Oleh karena itu, seharusnya perkara tetap dapat diteruskan dan dijadikan
pertimbangan dalam hakim memutuskan perkara pidana tersebut walaupun
tidak ada saksi dewasa sepanjang ada saksi korban dan alat bukti lain yang
mendukungnya. maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada
keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sifatnya bukan
merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya
dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai
dan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya
sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai kesesuaian dengan alat
bukti yang sah yang telah ada dan memenuhi batas minimum pembuktian.

Keabsahan dari saksi tersebut dilihat dari kedudukan saksi tersebut,
sebab dalam sebuah kesaksian yang perlu diperhatikan bahwa seorang saksi
tersebut dapat dipertanggungjawabkan informasinya dan kebenaran informasi
tersebut. Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan
UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara
pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu
merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana
badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum
pidana.
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Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa: “keterangan anak adalah
keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika seseorang yang
akan memberikan keterangan sabagai saksi adalah orang yang sudah dewasa
menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu
keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal
ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana.
Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang
diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang
masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar
ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan
dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh
undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada
pemeriksaan sidang pengadilan.

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana yang berpijak pada
KUHAP, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan,
yakni sebelum peradilan (pre-adjudication), sidang pengadilan (adjudication) dan
setelah pengadilan (post-adjudication). Tahap tersebut merupakan proses yang
saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan
kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Undang-Undang SPPA memberikan
kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di
pengadilan.

Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus
didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau
pendamping lainnya (lihat Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA). Dari
kenyataan yang terjadi di masyarakat, harus diakui bahwa sampai saat ini masih
banyak hak-hak anak yang tidak terlindungi walaupun terhadap hal tersebut
telah diatur dalam undang-undang. Sering didengar dan dapat dilihat adanya
anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang
dilakukan oleh orang tuanya sendiri ataupun orang lain dan juga menjadi korban
perdagangan (trafficing) yang dilakukan oleh orang- orang yang tidak peduli
terhadap masa depan anak. Pada kasus-kasus seperti itu maka anakyang
menjadi korban itulah yang dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya dari
tindak pidana yang didakwa telah dilakukan seorang terdakwa. Dengan
demikian bahwa anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana juga
menjadi saksi pula dalam mengungkapkan tindak pidana yang dialaminya.
Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim,
kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat
bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak
saksi.

Oleh karena itu, dari segi kesaksian orangtua korban bisa dapat dijadikan
saksi karena memiliki nilai sedarah jika dilihat dari KUHPidana pasa; 168
tersebut. Kesaksian orangtua yang telah disampaikan oleh anak sebagai korban
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kepada orangtua menjadi sah karena secara tidak langsung orangtua yang
memahami anak secara psikologis sehingga perlu diperhaitkan selain dari alat
bukti tersebut maka dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan dari orang tua
korban. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap
keterangan saksi termasuk orangtua anak sebagai saksi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Metode pembuktian tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh
anak di dunia maya, karena hal ini berhubungan dengan masalah dunia maya
dalam bentuk media internet maka cara yang dapat dilakukan seorang hakim
berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang ini akhirnya mencantumkan
informasi elektronik, atau dokumen elektronik, atau hasil cetaknya sebagai alat
bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.Keabsahan
keterangan orang tua korban tindak pidana perundungan di dunia maya karena
dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur para
pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat
mengundurkan diri sebagai saksi adalah (lihat Pasal 168 KUHAP ayat 2
menjelaksan bahwa saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebagal
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai
hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampal derajat
ketiga.
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Ada banyak kekurangan dalam penelitian ini, untuk peneliti yang
berminat ingin mendalami tentang cyberbullying bisa dari segi pengawasan
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